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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

RUMUSAN KONSULTASI PUBLIK 
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN (RPP) GURITA
Makassar, 12 Februari 2026


Dalam rangka pengelolaan perikanan gurita berkelanjutan, telah dilaksanakan Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Gurita. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2026 di Almadera Hotel Makassar, Sulawesi Selatan. Pertemuan ini dilaksanakan dengan tujuan:
1) Menginformasikan dan mensosialisasikan kepada publik tentang substansi dan arah kebijakan yang diatur dalam Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Gurita Indonesia. 
2) Menghimpun masukan, tanggapan, dan rekomendasi dari berbagai pihak terhadap draft RPP Gurita Indonesia. 
3) Memastikan keterlibatan nelayan gurita dan pemangku kepentingan lainnya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya gurita nasional. 
4) Memperkuat komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi pengelolaan gurita yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. 

Memperhatikan sambutan dan materi yang disampaikan dalam kegiatan ini:
1. Sambutan dan Arahan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang diwakili oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
2. Sambutan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berbasis WPPNRI;
4. Kebijakan Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan oleh Tim Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
5. Perkembangan Penyusunan RPP Gurita di WPPNRI oleh Tim Sekretariat FIP Gurita Indonesia (Sulawesi)
6. Penyampaian Dokumen Final RPP Gurita di WPPNRI (Status Perikanan Gurita dan Rencana Strategis Perikanan Gurita) oleh Tim dari Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Gurita dihadiri oleh:
1) Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
2) Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
3) Direktur Pemasaran - DJPDSPKP – KKP 
4) Direktur Logistik - DJPDSPKP – KKP 
5) Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan - DJPSDKP – KKP 
6) Direktur Penanganan Pelanggaran - DJPSDKP – KKP 
7) Direktur Konservasi Ekosistem - DJPK – KKP 
8) Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - DJPK - KKP 
9) Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi - PUSDATIN – KKP 
10) Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan – BPPSDMKP 
11) Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan – BPPSDMKP 
12) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 
13) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah 
14) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat 
15) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh 
16) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 
17) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara 
18) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat 
19) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu 
20) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 
21) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 
22) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 
23) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat 
24) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 
25) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 
26) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 
27) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara 
28) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur 
29) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 
30) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara 
31) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo 
32) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara 
33) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 
34) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara 
35) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat 
36) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya 
37) Kepala Pusat Penelitian Perikanan – BRIN 
38) Ketua Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (KOMNASKAJISKAN) 
39) Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI 571 
40) Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI 572 
41) Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI 573 
42) Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI 711 
43) Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI 712
44) Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI 713 
45) Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI 714 
46) Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI 715 
47) Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI 716 
48) Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI 717 
49) Koordinator Eksekutif UPP WPPNRI 718
50) Ketua Tim Kerja Hukum, Setditjen. Perikanan Tangkap  
51) Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berbasis WPPNRI 
52) Ketua Tim Kerja Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan 
53) Ketua Tim Kerja Data Sumber Daya Ikan 
54) Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI Regional dan Internasional 
55) Ketua Tim Kerja Pemantauan Pengelolan Sumber Daya Ikan 
56) Sekretariat Nasional LPP WPPNRI 
57) Yayasan Pesisir Lestari 
58) Sustainable Fisheries Partnership (SFP)
59) Yayasan LINI 
60) JAPESDA 
61) FORKANI 
62) Blue Venture Indonesia 
63) Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIP2B) – Provinsi NTB
64) Perwakilan Jaringan Nelayan Demersal Nusantara (JNDN) 
65) Perwakilan Nelayan Gurita Torisiaje, Gorontalo  
66) Perwakilan Nelayan Gurita Selayar, Sulawesi Selatan 
67) Perwakilan Nelayan Gurita Banggai Laut & Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 
68) Perwakilan Nelayan Gurita Wakatobi, Sulawesi Tenggara 
69) Marine Stewardship Council (MSC) - Indonesia
70) PT. Dharma Samudera Fishing Industries, Tbk 
71) PT. Kemilau Bintang Timur 
72) PT. Sinar Sejahtera Sentosa
73) PT. Prima Bahari 
74) PT. Kelola Mina Laut 
75) PT. Bumi Menara Internusa 
76) Yayasan Ecosystem Impact (EI) 
77) Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) 
78) Yayasan AKAR 
79) Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia
80) Yayasan JARI 
81) Yayasan Tananua 
82) Yayasan Sahari 
83) KOMANANGI 
84) YAPEKA 
85) FONEB 
86) PT. Windu Blambangan Sejat 
87) CV. Indotropic 
88) PT. Banggai Indo Gemilang 
89) Bali Sustainable Seafood 

Berdasarkan hasil diskusi dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:
1. Gurita adalah komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pasar domestik dan ekspor. Seiring meningkatnya perhatian global, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat praktik penangkapan berkelanjutan, memperbaiki sistem pencatatan data tangkapan, dan memperkuat tata kelola di tingkat lokal melalui penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Gurita.
2. Penyusunan RPP Gurita adalah langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola sumber daya perikanan gurita yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dokumen RPP ini disusun sebagai implementasi dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan RPP dan LPP di WPPNRI.
3. Proses penyusunan RPP Gurita telah dikembangkan menggunakan pendekatan EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management) yang mengacu pada tata cara yang ditetapkan oleh Permen KP No 22 Tahun 2021. Tahapan penyusunan RPP Gurita sudah dimulai pada tahun 2022 yang melibatkan beberapa unsur mulai dari pemerintah, akademisi, peneliti, pelaku usaha, nelayan, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan KKP. Diharapkan hasil dari konsultasi publik ini bisa ditindak lanjuti segera untuk dapat difinalisasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. RPP Gurita diharapkan dapat menjadi landasan yang menguatkan aksi pengelolaan gurita di daerah dan di tingkat tapak secara partisipatif, dan inklusif, dengan melibatkan berbagai para pihak yang relevan, menuju sumber daya perikanan gurita yang berkelanjutan.
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